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Sejak 4 Juni 2024, 
Indonesia memiliki 
Undang-Undang 
Kesehatan Ibu dan 
Anak atau KIA. UU 
ini mengatur fase 
1.000 hari pertama 
kehidupan atau 
setara dua tahun. 
Se1nangatnya ada
lah untuk menjaga 
reproduksi perem
puan dan tumbuh 
kembang anak. 

Bandingkan dengan UU Tin
dak Pidana Kekerasan Seksual 
(TPKS) yang secara masif me
munculkan debat dan partisipa-

1 
si luas, baik dari yang pro mau
pun kontra, sehingga terpa
harni substansinya dengan baik 
dan memperoleh catatan keha-
ti-hatian dari berbagai pihak. 

UU KIA ini mengagetkan saat 
disahkan. Ada dugaan, penge
sahan yang tiba-tiba dimaksud
kan untuk menghindari peno
lakan publik, seperti nasib RUU 
Ketahanan Keluarga yang sarat J 
domestifikasi perempuan dan 
pembakuan peran jender. 

RUU Ketahanan Keluarga ini 
gagal mendapatkan dukungan 
di level nasional dan dikawal 
secara diam-diam di daerah. 
Perda ketahanan keluarga su-

U
ndang-undang ini juga dah menyebar di setidaknya 10 
diharapkan bisa menja- daerah. Ideologi konservatif 
ga hak hid up keduanya, dan bias jender yang di permu-

terutama memastikan perem- kaan kerap terkesan "tak ber-
puan tidak dikenai PHK (pe- masalah", secara senyap mera-
mutusan hubungan kerja) dan suk lewat kebijakan daerah. 
tetap mendapatkan gaji saat Pengesahan RUU KIA secara 
menjalankan fungsi reproduksi. tiba-tiba bisa juga untuk meng-
Selain itu, peran parenting juga hindari kritik keras karena se-
bukan hanya pada perempuan. belumnya pemerintah dan DPR 

Kendati tiljuan dari uu ini mengabaikan desakan publik 
baik, ada sejumlah catatan kritis untuk segera menuntaskan 
atas kelahiran uu ini, dari pers- RUU Perlindungan Pekerja 
pektif HAM perempuan. Rumah Tangga (PPRT) yang su-

Pertama; uu ini minim par- dah sangat intens dikawal ber-
tisipasi publik secara bermakna bagai pihak. Selain itu, penge-
dan masif, khususnya dari ge- sahan UU KIA kemung!pnan 
rakan perempuan di sejumlah juga merespons kritik karena 
daerah. Seharusnya, mereka ti- minimnya jejak kebijakan yang 
dak hanya hatus dihadirkan, pro-perempuan. 
tetapi juga didengarkan dan di- Beberapa catatan 
adopsi masukan-masukannya. 

Sebuah regulasi yang sehat Ada beberapa catatan kritis 
seharusnya meletakkan sebuah mengenai UU KIA 

, , rancangan kebijakan negara Pertama, intrusi negara dan 
menjadi isu publik. Diperdebat- lapis tebal kontrol terhadap pe-
kan secara terbuka untuk men- 1 rempuan. UU ini dalam level 
dapatkan masukan, terutama tertentu mengandung aspek 
kritik yang konstruktif. Ini pen- positif perlindungan hak hid up. 
ting untuk membangun sense of Namun, pada level tertentujuga 
urgency dan rasa memiliki. menjadi peluang intrusi negara 

---------------~dan pubiik ke ranah privat, ter-

utama ruang perempuan. 
. Apalagi dalam kultur patriar

ki, UU KIA ini bisa semakin 
me~pe:kuat pembakuan yang 
menJadikan perempuan sebagai 
sasar_an kontrol atas hak repro
duksmya. Kendati tidak ada 
sanksi langsung terhadap pe
rempuan, formalisasi oleh ne
gara terhadap peran per~!UPU-
an dalam urusan melahirkan 
dan menyusui akan berdampak I · 
pada lapis-lapis kontrol yang 
mengepung perempuan mulai 
dari negara, masyarakat kelu-
arga, hingga suarni. ' 

Kedua, memicu dampak dis
kriminatif. PBB mengingatkan, 
diskriminasi, termasuk keke
rasan berbasis jender, tidak ha
nya meliputi tindakan yang di- J 
sasarkan langsung, tetapi juga 

I yang menghasilkanjberdampak 
dan yang berpotensi menghasil
kan dampak kekerasan, terma
suk diskriminasi. 

Pembuatan UU KIA ini ku
rang cermat melihat dampak 
yang ditimbulkan oleh sebuah 
kebijakan kepada perempuan. 
Konvensi mengenai Pengha
pusan Segala Bentuk Diskrimi
nasi terhadap Wanita 
(CEDAW) mengingatkan, dis
kriminasi dan kekerasan terjadi 
bukan karena tindakan sengaja, 
melainkan juga tindakan yang 
dapat berdampak pada penderi
taan perempuan. 

Ketiga, infantilisasi isu jen
der. Menempatkan isu anak dan 
isu perempuan (terutama ibu) 
dalam satu keping yang sama 
akan mengukuhkan gender ste
reotype bahwa urusan anak ada-
1~ urusan ibu. Isu perempu~ 
b1asanya akan disublimasi atau 
bahkan dikalahkan saat berha-

) dapan dengan isu anak. Perem
puan baru dihitung haknya jika 
ada anak di tubuhnya atau se
dang menyusui. 

Seperti dalam kasus RUU 
_PPRT di mana isu itu diabaikan 



padahal menyangkut hak pe
kerja rentan, bahkan mereka 
juga punya peran mothering dan 
parenting di keluarga majikan. 

Keempat, pemahaman jen
der yang meleset dari keadilan. 
Saat ini, isu jender sering dipa
hami secara serampangan di 
level negara· ataupun masyara
kat. Jender sering dipakai un
tuk menyebut jenis kelamin. 

Selain itu, terjadi penyamar
an makna dengan menegasikan 
relasi kuasa sehingga relasi jen
der menjadi netral nilai. Pun 
dalam konteks identitas biolo
gis, kerap disebut, kodrat pe
rempuan itu menyusui dan me
lahirkan. Padahal, seharusnya 
kodrat biologis perempuan se-

. bagai pembeda dengan laki-laki I 
cukup disebut, "punya payu
dara yang dapat memproduksi 
ASI", "ada rahim", organ, dan 
pembeda sekunder lain. 

Menyusui dan melahirkan 
bukan kodrat. Karena alasan 
kondisi biologis, psikologis, so-

l siologis, dan ekologis, sebagian 
perempuan tak bisa menyu-
sui dan melahirkan. 
Karena itu, jika 
masyarakat 
memersepsi 
hal tersebut 
sebagai kod
rat, itu akan 
memicu per-, 
soalan pan
jang bagi pe
rempuan yang 
tidak bisa mela
hirkan dan menyu
sui. 

Kelima, penyempitan de
finisi keluarga. Pengertian ke
luarga dalam RUU KIA hanya 
memprioritaskan relasi sedarah 
sehingga kita tak tahu dalam 
koilteks perempuan yang ingin I 
mengadopsi anak mau diletak
kan di mana? Padahal, tak sedi
kit perempuan karena kondisi 
medis, seperti pengangkatan 
rahim atau trauma -rahim ka
rena menjadi korban kekerasan 
seksual, sulit punya keturunan. 

Definisi keluarga yang hanya 
sedarah memunculkan diskri
minasi terhadap perempuan 
non-anggota keluarga untuk 
memperoleh hak layanan seba
gai ibu, dan juga terhadap anak 
dalam kerentanan khusus. Pa
dahal, Indonesia adalah negara 
yang rentan bencana dan kon
flik sehingga tak sedikit anak 
kehilangan orangtua dan mem
butuhkan orangtua angkat un-

• .. tuk tumbuh kembang. 
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Keenam, menyusui en am bu
lan dan implikasinya. Negara 
"membakukan" dengan mendo
rong menyusui anak enam bu
lan dan idealnya hingga dua 
tahun. Tentu hal ini bagus un
tuk pertumbuhan anak. Akan 
tetapi,' formalisasi kebijakan se.
perti ini dalam iklim maskulin 
berpotensi mengundang stigma 
dan sanksi kultural yang me
nyasar perempuan. 

Akibatnya, muncul kasus se- I 
perti ibu yang bunuh diri ka
rena tidak tahan diolok-olok te
tangga karena tidak bisa me
nyusui. Atau dist!gma "_sok ka:.. 
ya" karena membeli susu for
mula, digunjingkan ingin cantik 
atau abai terhadap anak, pada
hal memang ASI yang bersang
kutan tidak keluar. 

Promosi ASI yang begitu ke
tat memicu depresi ibu mela
hir)<an, membuat perempuan 
merasa bersalah pada anak, 
apalagi bercampur dengan 
depresi pasca-melahirkan. ASI 
juga bisa tak keluar karena yang 

: bersangkutan korban kekeras
an. WHO, walau mendorong 
ASI, juga mengakui keragaman 
konteks perempuan. 

Saat ini, dalam dinamika glo
bal beredar kampanye breast is 
best, tetapi juga ada peluang 
feeding is best, sebagai bentuk 
pengakuan interseksionalitas. 

Ketujuh, definisi anak dimu
lai darijanin. Pada situasi main
stream, pengertian ini lazim di- . 
pahami. Namun, hak asasi yang 
diturunkan dalam spirit SDGs 
dengan prinsip No one left be- . 
hind harus menimbang kelom
pok rentan. Pengertian anak se
jak dari janin ini semakin me-

• rumitkan peluang perempuan 
korban kekerasan seksual un
tuk menghentikan kehamilan
nya walau ada regulasi lain yartg 
membuka peluang untuk pe-
nyelamatan ibu. l 

Tak sedikit perempuan kor
ban kekerasan seksual, apalagi 
yang masih belia; sangat ter
lambat tahu dirinya harnil. Ter-

minasi kehamilan menyisa
kan stigma panjang pada 

perempu
an karena 

dianggap 
sebagai pe

rempuan pem
bunuh anak. 

Bahkan, di 
draf RKUHP 
pemah hampir 
d!sebut secara 

eksplisit perempu-

.,..... an dilarang membunuh 
bayi. Bagian kalimat ini ke-

1 mudian dicoret setelah ada ma
sukan dari perspektif jender 
bahwa akan ada implikasi stig
matis terhadap perempuan, di 
mana negara melakukan mon
sterisasi pada perempuan. 

Kedelapan, donor ASI dan 
dilema hak keyakinaiJ.. Sebenar
nya, dalam tradisi Islam, Nabi 
Muhammad juga disusui oleh 
ibu nonbiologisnya. Namun, da
lam keyakinan sebagian besar 
umat Islam, anak sesusuan ada
lab anak sedarah yang kelak 
tidak boleh menikah. 

Bagaimana agar mendonor
kan ASI dalam RUU KIA yang 
ide dasarnya adalah baik-yakni 
untuk membangun solidaritas 
antarperempuan dan kebaikan 
anak-tidak menjadi dilematis 
bagi perempuan atau si ibu ka
rena kekhawatiran anaknya 
menikah dengan saudara seper
susuan? 

Kesembilan, mekanisme 
kontrol dan sanksi. UU KIA ini 
tidak secara kuat mengatur me
kanisme untuk memastikan re
gulasi ini dijalankan dengan ba
ik: Terkesan seperti hanya ber
sifat promotif. Termasuk kon
trol apakah di pelaksanaannya, 
faternity leave (cuti suami) be
nar-benar dimanfaatkan untuk 
menjalankan peran parenting. 

Selain itu, aturan ini juga 
terkesan hanya meregulasi pe
kerja di sektor formal. Seharus
nya, Konvensi"ILO No 190/2019 
tentang kekerasan dan peleceh
an (violence and harassment) di 

I dunia kerja menjadi prioritas 
karena lebih komprehensif J 
mengatur tanggung jawab dan 
hak di dunia kerja. 

Kesepuluh, implikasi peng
gunaan kata "hak''. Terma hak 
digunakan dalam UU ini untuk 
mendapatkan layanan, terma
suk perlindungan dalam kon-

1 teks kesehatan reproduksi atau
pun tumbuh kembang anak. Se
kilas lebih baik dari terma "ke
wajiban" untuk harnil dan me
nyusui dan hak atas perlin
dungannya. Implikasi penggu
naan terma hak, negara ber
kewajiban memenuhi. 

UU ini menyangkut isu hak 
hidup, yang oleh PBB masuk 
dalam perluasan Pasal 6, bukan 
hanya pada kovenan sipol (sipil 
dan politik), melainkan juga 
terhubung dengan hak ekosob 

1 (ekonomi, sosial, dan budaya). 
Hak atas otonomi dan ke

... merdekaan (termasuk berkepu-



Hariffgl: 1<\CII>?tS ;20 durJt, 2o2Lj Hlm/Kol :7/1-7 

' tusan) ada dalam kovenan sipoT, 
yang berarti negara seminim 
mungkin intervensi. Namun, 
UU ini juga mengandung hak 
ekosob, yang pemenuhannya 
dapat secara gradual. 

Banyak asumsi bahwa hak 
ekosob tak justiciable sebagai
mana hak sipol. Padahal, hak 
ekosob juga justiciable. Artinya, 
kalau negara tak dapat meme
nuhi-termasuk memenuhi pe
laksanaan UU ini-dalam pers
pektif HAM, negara dapat diba
wa ke pengadilan. Apalagi Indo
nesia sudah meratifikasi Kove
nan Ekosob pada 2015. · 

PBB kerap mengingatkan 
terjadinya kegagalan dalam pe
menuhan HAM perempuan, 
antara lain karena derasnya 
produksi kebijakan yang tak di
imbangi dengan langkah per
wujudannya. Selain itu, minim 
pemahaman HAM di kalangan 
pemanggul kebijakan dalam 
mengayomi anak bangsanya. 

UU KIA ini, selain harus di
lihat secara kritis, harus diba
rengi pula dengan pemahaman 
HAM secara lebih baik oleh 
para aktor negara dan non-ne
gara, terutama pelaku bisnis. 

Lebih jauh lagi, harus ada 
upaya untuk memastikan relasi 
jender yang setara dan adil ter
jadi di ruang publik dan domes-

. tik. Jangan karena rahimnya, 
perempuan kian dikepung oleh 
kontrol dan stigma karena pem
bakuan yang dilakukan negara. 


